DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Aprita, Serlika. “Etika Profesi Hukum.” Bandung: PT Refika Aditama, 2020, hal 1-
2.

Asshiddigie, Jimly. Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang
Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional
Ethics (Edisi Revisi). Sinar Grafika, 2022, hal 4.

Farida,Maria Soeprapto. Illmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan

Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2006, hal 3 .

Hadjon M.Philipus.“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang
Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan

Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.”

Surabaya: Bina llmu, 1987, hal 72.
Hartini, Sri. “Hukum Kepegawaian Di Indonesia,” 2008, hal 31.

Kusnadi, Imam. “FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA.” Rangkai
Teratur Si Kembang Cendana, n.d., hal 43.

Kusnardi, Moh, and Harmaily Ibrahim. “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,”
1998, hal 152-153

Mahmud,Marzuki Peter. “Metode Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana Prenada,
2010, hal 35.

Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill-Company,
1992, hal 18.

Musanef, Rosdakarya. “Manajemen Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta: Gunung

Agung.” WJ S Poerwadarminta, 2007, hal 5.

Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” Bandung: Mandar
Maju, 2008, hal 86.

65



Nasution, Muhammad Ilham Akbar. “Peran Komisi Aparatur Sipil Negara
Terhadap Pelanggaran Etik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” 2019, hal 2.

Ni’matul Huda, S H, and Riri Nazriyah. Teori Dan Pengujian Peraturan

Perundang-Undangan. Nusamedia, 2019, hal 4.

Ranggawidjaja, Rosjidi. “Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.”

Bandung: Mandar Maju, 1998, hal 19.

Rusmala, Erna Tri. “Dasar-Dasar [lmu Hukum.” Yogyakarta: Laboratorium Hukum

Universitas Widya Mataram, 2008.

Thoha Miftah. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Prenada Media, 2005,
hal 43.

Utrecht, Ernst. “Pengantar Hukum Administrasi Negara.” PT. Ichtiar Baru, 1985,
hal 9.

Widjaja, A W. “Administrasi Kepegawaian.” Jakarta: Rajawali, 2006, hal 113.

B. Jurnal

Ajidin, Zilal Afwa, and Nafkhatul Wahidah. “Fenomena flexing Di Media Sosial
Dan Kaitannya Dengan Israf.” ISLAMIC BUSINESS and FINANCE 4, no. 1
(n.d.): 1-16.

Akny, Aldenila Berlianti. “Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi
Birokrasi Di Bidang SDM Aparatur Untuk Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai.” Jejaring Adm. Publik J. llmiah, Univ. Airlangga 6, no. 1 (2014):
416-27.

Arsyad, Jawade Hafidz. “Fenomena flexing Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum
Pidana.” Jurnal Cakrawala Informasi 2, no. 1 (2022): 10-28.

Cahyono, Anang Sugeng. ‘“Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial
Masyarakat Di Indonesia.” Publiciana 9, no. 1 (2016): 140-57.

66



Hasan, Hasananuddin. “Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik
Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” Madani Legal Review 1, no. 2 (2017): 120-
30.

Kementerian Kominfo, R I. “Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam

Lembaga Pemerintahan.” Jakarta: Dirjen IKP Kemenkominfo RI, 2018.

Kusnadi, Imam. “FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA.” Rangkai

Teratur Si Kembang Cendana, n.d., 38.

Muslih, Muhammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum
Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” Legalitas: Jurnal Hukum 4, no.
1(2017): 130-52.

Nataniel, Dave Vito, Jusuf Octafianus Sumampow, and Boby Pinasang. “PAMER
KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA
KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.” LEX
ADMINISTRATUM 12, no. 4 (2024).

Nurhayat, Ety, and Rakhmaditya Dewi Noorrizki. “ flexing: Perilaku Pamer
Kekayaan Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Self-Esteem.” Flourishing
Journal 2, no. 5 (2022): 368-74.

Rohaedi, Edi, Hasan Basri, and Nandang Kusnadi. “Penerapan Sanksi Terhadap
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Bogor.”
PALAR (Pakuan Law Review) 7, no. 2 (2021): 17-36.

Saefudin, Wahyu. Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi.

Kemenkumham Muda, n.d.

Suhifatullah, M 1. “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi
Etis Aparatur Sipil Negara.” Perspektif: Jurnal llmu Administrasi 1, no. 2
(2019): 2527-2685.

67



Utami, Wida, and Agung Abdullah. “ flexing Dalam Pandangan Islamic Behavioral
Finance.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3 (2023): 3502-10.

C. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN)

, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai PNS

, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

D. Internet
Kamus Besar Bahasa Indonesia
M. Agus Yosami, “8 Hal Yang Harus Diperhatikan PNS dalam
Bermedsos”,diaksespada https://m.hukumonline.com/berita/baca/8-hal-
yangharus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos/ , tanggal 12-11-2023 14.27
WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi -
Pelajari Ketentuan Disiplin  PNS Terbaru Melalui PP No. 94/2021
(menpan.go.id) Diakses pada tanggal 6-12-2023

68


https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pelajari-ketentuan-disiplin-pns-terbaru-melalui-pp-no-94-2021
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pelajari-ketentuan-disiplin-pns-terbaru-melalui-pp-no-94-2021
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pelajari-ketentuan-disiplin-pns-terbaru-melalui-pp-no-94-2021

